BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas
Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah—-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601)

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45735);



10.

11.

12.

13.

14,

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor );

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di
Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017
Nomor 10);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang
selanjutnya  disingkat PPK-PD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat
Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Perangkat Daerah;
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8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

9. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

11.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang

persediaan.

12. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan,
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 2
Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan penerbitan SPP
oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.



Pasal 3

SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

(1)

(2)

1)

(2)

(3)

SPP-UP
SPP-GU;
SPP-TU; dan
SPP-LS;

Pasal 4

Batas jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun
Anggaran 2018 paling banyak 1/12 (satu perdua belas) dari
pagu anggaran menurut klasifikasi untuk diberikan UP di luar
belanja modal serta belanja barang/jasa yang diajukan
pembayarannya melalui SPP-LS.

Batas Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran tambahan uang persediaan dapat diberikan paling
banyak sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan
untuk masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2).

Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan melebihi jumlah
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
harus dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku PPKD.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas

umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG

PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2018
Perkiraan
Jumlah Belanja Belanja
No Dinas/Badan/Kantor Langsung Menurut Besaran UP Ket
Klasifikasi UP
1 2 3 49 5 6
Dinas Pendidikan dan
1 Kebudayaan 70.208.556.000 3.002.920.000 250.243.000
2 Dinas Kesehatan 220.250.540.000 8.006.648.277 667.220.000
3 |Dinas Pekegaan Umum | ), 555045630 | 2.602.585.050 | 224.382.000
dan Penataan Ruang T I e
Dinas Perumahan dan
4 Kawasan Pemukiman 17.476.956.819 492.450.000 41.037.000
Badan Kesatuan Bangsa
5 Politik Dalam Negeri 3.083.711.500 1.458.791.500 121.565.000
6 ls,f;!‘:“ Polisi Pamong 6.765.233.900 | 1.338.222.600| 111.518.000
7 | Dinas Sosial 31.425.992.000 1.328.735.900 110.727.000
Dinas Tenaga Kerja dan
8 Transmigrasi 3.033.445.000 1.307.876.000 108.989.000
g |Dinas Ketahanan 1.714.196.400 857.661.400 71.471.000
Pangan
Dinas Lingkungan Hidup
10 dan Kebersihan 13.515.261.772 2.064.139.522 172.011.000
Dinas Kependudukan
11 dan Pencatatan Sipil 5.190.346.500 1.370.885.948 114.240.000
Dinas Pemberdayaan
12 DMasyarakat dan Desa 3.110.093.000 2.255.013.000 187.917.000
Dinas Pemberdayaan
Perempuan ,
13 Perlindungan Anak dan 9.335.669.091 1.774.840.570 147.903.000
KB
14 | Dinas Perhubungan 4,050.732.756 1.139.603.850 94.966.000
15 | UPP Labuhan Haji 386.400.000 312.650.000 26.054.000
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1 2 3 4 5
16 Dinas Ko.munika.si
Informatika Statistik dan |  3.125.784.150 | 1.600.180.950|  133.348.000
Persandian
17 | Dinas Koperasi dan UKM | 1.480.516.500| 1.018.883.500|  84.906.000
Dinas Penanaman Modal
18 | dan Pelayanan Terpadu 1.651.710.200 | 1.081.752.200 |  90.146.000
Satu Pintu
19 | puas Pemudadan Olah | 3.973.808.000| 1019.584.900|  84.965.000
20 gin;:iggpumkm dan 1.623.020.500 807.573.000 67.297.000
“ Dinas Kelautan dan 4.018.777.055|  883.388.455|  73.615.000
22 | Dinas Pariwisata 15.652.943.000 |  965.900.100|  80.491.000
23 | Dinas Pertanian 16.126.796.672 | 1.355.273.672| 112.939.000
24 | Dinas Peternakan dan 13.268.500.100 |  924.257.100|  77.021.000
25 | e otrien dan | 13485.283.182|  992.265.981|  82.688.000
26 | Sekretariat Daerah 29.536.791.310 | 8.977.573.910 | 748.131.000
27 | Sekretariat DPRD 26.973.490.300 | 18.153.424.300 | 1.512.785.000
28 | padan Penanggulangan 3.017.119.700 | 1.278.152.700| 106.512.000
29 | Kecamatan Selong 11.586.552.000 | 2.231.322.600 |  185.943.000
30 | Kecamatan Labuan Haji 4.750.259.500 | 2.120.000.000 |  176.666.000
31 | Kecamatan Sukamulia 456.025.000 |  305.728.500 |  25.477.000
32 | Kecamatan Suralaga 463.620.000| 337.898.110|  28.158.000
33 | Kecamatan Pringgasela 459.908.000 292.463.000 24.371.000
34 | Kecamatan Aikmel 513.723.000 | 327.438.000|  27.286.000
35 | Kecamatan Wanasaba 494.168.000|  306.809.000|  25.567.000
36 | Kecamatan Pringgabaya 488.101.000 287.364.000 23.947.000
37 | Kecamatan Suela 457.435.000)  284.569.225|  23.714.000
38 | Kecamatan Sambalia 567.544.000 |  349.992.000|  29.166.000
39 | Kecamatan Sembalun 470.733.000|  353.480.000 |  29.456.000
40 | Kecamatan Masbagik 490.920.000 | 343.868.000|  28.655.000
41 | Kecamatan Sikur 495426.000|  322.704.000|  26.892.000
42 | Kecamatan Terara 483.245000|  338.945.000|  28.245.000
43 233},,‘“;&”“ Montong 441.530.000 |  322.220.000|  26.851.000
44 | Kecamatan Sakra 455230.500|  321.319.500|  26.776.000
45 | Kecamatan Sakra Timur 447.060.000|  341.635.000|  28.469.000
46 | Kecamatan Keruak 503.796.000 |  344.135.000  28.677.000




1 2 3 4 5

47 | Kecamatan Sakra Barat 465.421.000 340.581.000 28.381.000

48 | Kecamatan Jerowaru 493.694.000 308.821.000 25.735.000

49 | Inspektorat Kabupaten 3.606.550.000 3.174.165.000 264.513.000
Badan Perencanaan

50 Pembangunan Daerah 4.489.398.900 3.002.671.900 250.222.000

51 |Badan Pendapatan 23.963.113.867 | 3.881.988.517 | 323.499.000
Daerah
Badan Pengelolaan

52 | Keuangan dan Asset 6.337.508.516 4.517.542.516 376.461.000
Daerah
Badan Kepegawaian dan

53 | Pengembangan Sumber 6.103.837.550 3.438.051.900 286.504.000

Daya Manusia

JUMLAH

803.521.529.879

96.656.947.153

8.054.718.000

AR

/BUPATI LOMBOK TIMUR, .)\{

« MOCH. ALI BIN DACHLAN




